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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Istilah kata lembaga negara ataupun organ negara dapat dipahami dari  

Bahasa Belanda yaitu staatsorgan dan dari Bahasa Inggris yaitu political 

institutions. Dan dari Bahasa Indonesia, istilah lembaga negara identik dengan 

badan negara, alat kelengkapan negara, dan juga organ negara.  

 Dalam buku Hans Kelsen General Theory of Law and State mengenai 

concept of the State Organ, diungkapkan oleh Hans Kelsen bahwa “Whoever 

fulfills a function determined by the legal order is an organ”. Siapapun yang 

memenuhi suatu fungsi yang ditentukan oleh perintah hukum merupakan 

suatu organ. Maksudnya adalah organ negara tidak selalu berbentuk organik. 

Lebih luas daripada itu, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula 

disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma, 

dan/atau menjalankan norma. Disamping pengertian luas itu, Hans Kelsen 

juga menguraikan adanya pengertian organ dalam arti yang sempit, yaitu 

pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara apabila 

hanya ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu. Ciri-ciri penting 

organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa organ negara itu dipilih atau 

diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu, fungsi itu dijalankan 

sebagai profesi utama dan karena fungsinya itu, ia berhak mendapatkan 

imbalan gaji dari negara. Dengan demikian, lembaga atau organ negara dalam 

arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan atau pejabat, yaitu jabatan umum, 

jabatan publik, dan pejabat umum, pejabat publik1. 

Dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang kepegawaian,  maka 

dibentuklah Badan Kepegawaian Negara. Badan Kepegawaian Negara 

                                                             
1 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, Konstitusi 

Press, Jakarta, 2016, h. 38. 
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merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung 

jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, 

memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian 

sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.  

Secara historis, Badan Kepegawaian Negara lahir setelah 

kemerdekaan Indonesia diproklamasikan karena ada upaya Pemerintah 

Republik Indonesia pada saat itu untuk mengelola kepegawaian Pemerintah 

secara lebih baik. Pada saat itu dibentuklah Kantor Urusan Pegawai (KUP) 

yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tentang 

Pembentukan Kantor Urusan Pegawai pada tanggal 30 Mei 1948 dan 

berkedudukan di Yogyakarta. Kantor Urusan Pegawai yang dibentuk tanggal 

30 Mei 1948 dijadikan menjadi hari lahir Badan Kepegawaian Negara yang 

sekarang. Kantor Urusan Pegawai dikhususkan untuk mengurus pegawai 

Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Djawatan Umum Urusan Pegawai 

(DUUP) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

Nomor 13 Tahun 1938 mengurus pegawai yang mengabdi pada Pemerintah 

Hindia Belanda. Pada perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 kedua lembaga disatukan. Seiring dengan 

perkembangan, dimana peran dan fungsi pegawai pemerintah semakin 

dirasakan, pemerintah menganggap perlu  adanya  penetapan kembali 

kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi Kantor Urusan Pegawai.  

Karena hal tersebut, maka Kantor Urusan Pegawai sebagai lembaga 

yang bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang kepegawaian berubah 

menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian 

Negara. Kemudian Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) 

berubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 1999 melalui 

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 Tentang Badan Kepegawaian 

Negara pada tanggal 11 Agustus 1999 dikarenakan bertambahnya jumlah 

Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, namun banyaknya jumlah Pegawai Negeri 

Sipil belum diimbangi oleh kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang memadai. 

Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka diperlukan lembaga yang 
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fungsinya bukan hanya mendata secara administratif, tetapi juga mampu untuk 

mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara lebih memadai 

sehingga dapat mendukung tugas-tugas pembangunan, penyelenggaraan 

pemerintahan, dan pelayanan publik. 

Keberadaan Badan Kepegawaian Negara semakin kuat sejak Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

ditetapkan. Di Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian secara eksplisit dijelaskan bahwa untuk menjamin 

kelancaran penyelenggaraan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

maka dibentuklah Badan Kepegawaian Negara (BKN)2.  

Badan Kepegawaian Negara sebagai pelaksana tugas pemerintahan di 

bidang kepegawaian memiliki berbagai fungsi diantaranya pelaksanaan dan 

pengembangan dalam sistem penerimaan Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian, 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen 

kepegawaian, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri 

Sipil dan lain sebagainya3. 

Negara tidak lain daripada suatu organisasi yang besar, yaitu suatu 

organisasi masyarakat atau perkelompokkan dengan diperlengkapi suatu 

kekuasaan yang berdaulat untuk mengatur kemasyarakatan tersebut. Negara 

akan mempergunakan status dari badan hukum beserta hak dan kewajibannya 

dalam mencapai tujuan. Hak dan kewajiban negara dilaksanakan oleh pegawai 

negara melalui distribusi kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur yang 

melaksanakan hak dan kewajiban negara merupakan Pegawai Negeri.  

Sebagai unsur aparatur pemerintah, Pegawai Negeri mempunyai 

peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan 

                                                             
2 Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kharisma Putra Utama, 

Jakarta, 2016, h. 14. 
3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara Pasal 3. 
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pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini sangat jelas 

bahwa kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat penting, sebagaimana 

ditentukan didalam Undang-Undang Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa dalam rangka usaha mencapai cita-cita 

nasional untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, modern, 

berperadaban modern, demokratis, adil, makmur, dan memiliki moral yang 

tinggi, diperlukan Pegawai Negeri sebagai abdi masyarakat yang 

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Maka dari itu, Pegawai 

Negeri Sipil tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tentunya harus memiliki 

disiplin yang baik, dengan adanya displin pegawai maka akan menjamin 

kelancaran pekerjaan dan terpeliharanya tata tertib. Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati setiap  

kewajiban dan menghindari setiap larangan yang telah ditentukan didalam 

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, apabila 

kewajian tersebut tidak ditaati atau dilanggar maka akan dijatuhi hukuman 

disiplin4. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya dan 

melakukan perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil harus 

mendapatkan sanksi atau hukuman disiplin. 

Hukuman Disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, merupakan 

hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tingkat dan jenis hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tingkat hukuman disiplin ringan, tingkat 

hukuman disiplin sedang, dan tingkat hukuman disiplin berat. Setiap tingkatan 

hukuman disiplin memiliki hukuman yang berbeda-beda sesuai tingkatannya. 

Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan,  

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS¸ 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak 

                                                             
4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Pasal 1 angka 1 
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dengan hormat salah satunya karena dihukum penjara atau kurungan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum 

ataupun dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 

paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. 

Sebagai contoh Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan 

hormat karena melakukan tindak pidana korupsi yaitu Gayus Tambunan 

seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan setelah 

putusan pengadilan incraht  maka  Menteri Keuangan memberhentikan tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Korupsi merupakan 

penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Maraknya tindakan 

korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil menjadi masalah yang 

serius untuk ditindaki secara disiplin hukum. Korupsi membuat kerisauan dari 

berbagai pihak, karena menyangkut moral dan karakter bangsa. Keberadaan 

sumber daya manusia dengan segala atribut yang menyertainya merupakan 

faktor penentu pembangunan bangsa. 

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam 

kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan 

sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi 

masyarakat.5. 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada sebanyak 2.357 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang tersandung kasus tindak pidana 

korupsi dan sudah berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap).  

 

 

 

 

                                                             
5 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 20. 
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Rekapitulasi data PNS yang terlibat korupsi pada instansi pusat September 2018 

 

Tabel 1. Diagram PNS yang terlibat korupsi di tingkat pusat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail PNS yang terlibat korupsi: 

1. 16 PNS dari Kementerian Perhubungan, 

2. 14 PNS dari Kementerian Agama, 

3. 9 PNS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

4. 9 PNS dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 

5. 8 PNS dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 

6. 6 PNS dari Kementerian Keuangan, 

7. 5 PNS dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,  

8. 4 PNS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

9. 3 PNS  dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

10. 3 PNS dari Kementerian Pertahanan,  

11. 3 PNS dari Kementerian Pertanian, 

12. 2 PNS dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

13. 1 PNS dari Kementerian Tenaga Kerja, 

14. 1 PNS dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi,  

15. 1 PNS dari Kementerian Kesehatan,  
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16. 1 PNS dari Kementerian Pemuda dan Olahraga,  

17. 1 PNS dari Kementerian Perindustrian, 

18. 5 PNS dari Mahkamah Agung,  

19. 1 PNS dari Badan Narkotika Nasional,  

20. 1 PNS dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,  

21. 1 PNS dari Badan Pusat Statistik, dan 

22. 3 PNS dari Setjen Komisi Pemilihan Umum.  

Rekapitulasi PNS yang terlibat korupsi berdasarkan daerah pada September 2018: 

 Gambar 2. Peta PNS yang melakukan korupsi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: nasional.kompas.com 

Berikut Rincian data PNS yang terlibat korupsi berdasarkan daerah: 

1. Sebanyak 89 PNS yaitu 13 PNS dari tingkat provinsi dan 76 PNS tingkat 

kabupaten atau kota di Aceh, 

2. Sebanyak 298 PNS  yaitu 33 PNS tingkat provinsi dan 265 PNS tingkat 

kabupaten atau kota di Sumatera Utara, 

3. Sebanyak 84 PNS yaitu 12 PNS dari tingkat provinsi dan 72 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Sumatera Barat, 

4. Sebanyak 190 PNS yaitu 10 PNS dari tingkat provinsi dan 180 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Riau, 
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5. Sebanyak 27 PNS yaitu 4 PNS dari tingkat provinsi dan 23 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Kepulauan Riau, 

6. Sebanyak 13 PNS yaitu 2 PNS dari tingkat provinsi dan 11 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Sumatera Selatan, 

7. Sebanyak 44 PNS yaitu 15 PNS dari tingkat provinsi dan 29 PNSdari 

tingkat kabupaten atau kota di Jambi, 

8. Sebanyak 20 PNS yaitu 1 PNS dari tingkat provinsi dan 19 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Bengkulu, 

9. Sebanyak 6 PNS dari tingkat provinsi di Bangka Belitung, 

10. Sebanyak 97 PNS yaitu 26 PNS dari tingkat provinsi dan 71 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Lampung 

11. Sebanyak 47 PNS yaitu 4 PNS tingkat dari provinsi dan 43 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Kalimantan Barat, 

12. Sebanyak 55 PNS yaitu 5 PNS dari tingkat provinsi dan 50 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Kalimantan Tengah, 

13. Sebanyak 44 PNS yaitu 10 PNS dari tingkat provinsi dan 34 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan, 

14. Sebanyak 60 PNS yaitu 12 PNS dari tingkat provinsi dan 48 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Kalimantan Timur, 

15. Sebanyak 10 PNS dari tingkat kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, 

16. Sebanyak 70 PNS yaitu 17 PNS dari tingkat provinsi dan 53 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Banten, 

17. Sebanyak 52 PNS dari tingkat provinsi di  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

18. Sebanyak 193 PNS yaitu 24 PNS dari tingkat provinsi dan 169 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Jawa Barat, 

19. Sebanyak 23 PNS yaitu 1 PNS dari tingkat provinsi dan 22 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Jawa Tengah, 

20. Sebanyak 3 PNS dari tingkat kabupaten atau kota di  Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 

21. Sebanyak 80 PNS yaitu 3 PNS dari tingkat provinsi dan 77 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Jawa Timur 
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22. Sebanyak 37 PNS yaitu 5 PNS dari tingkat provinsi dan 32 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Bali, 

23. Sebanyak 72 PNS yaitu 7 PNS dari tingkat provinsi dan 65 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Barat, 

24. Sebanyak 183 PNS yaitu 5 PNS dari tingkat provinsi dan 178 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur 

25. Sebanyak 30 PNS yaitu 1 PNS dari tingkat provinsi dan 29 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, 

26. Sebanyak 3 PNS dari tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Barat, 

27. Sebanyak 4 PNS dari tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Tenggara, 

28. Sebanyak 56 PNS yaitu 12 PNS dari tingkat provinsi dan 44 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah, 

29. Sebanyak 58 PNS yaitu 8 PNS dari tingkat provinsi dan 50 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota dari Sulawesi Utara, 

30. Sebanyak 32 PNS yaitu 6 PNS dari tingkat provinsi dan 26 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Gorontalo, 

31. Sebanyak 9 PNS dari tingkat kabupaten atau kota di Maluku, 

32. Sebanyak 65 PNS yaitu 20 PNS dari tingkat provinsi dan 45 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Maluku Utara, 

33. Sebanyak 59 PNS yaitu 18 PNS dari tingkat provinsi dan 41 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Papua Barat, 

34. Sebanyak 146 PNS yaitu 10 PNS dari tingkat provinsi dan 136 PNS dari 

tingkat kabupaten atau kota di Papua6 . 

 

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

di Indonesia membuat kerisauan dari berbagai pihak karena Pegawai Negeri 

Sipil mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemikir, 

perencana, penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. 

Atas dasar itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya 

dalam skripsi yang berjudul 

                                                             
6 Detail Koruptor Berstatus PNS Berdasarkan Instansi dan Daerah 

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/13/20472451/2357-koruptor-berstatus-pns-ini-detail-

berdasarkan-instansi-dan-daerah?page=all > diakses pada 22 April 2019, pukul 19.00 wib. 
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“Peranan Badan Kepegawaian Negara dalam Pencegahan Korupsi 

bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kantor Regional V Badan 

Kepegawaian Negara Jakarta) 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama yang 

timbul adalah: 

1. Bagaimana peran Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara 

Jakarta dalam pencegahan korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan Kantor Regional V Badan 

Kepegawaian Negara Jakarta dalam upaya pencegahan korupsi bagi 

Pegawai Negeri Sipil? 

I.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sesuai 

dengan apa yang telah menjadi rumusan masalah, yakni Peran Badan 

Kepegawaian Negara dalam pencegahan korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil 

dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan korupsi bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari ruang lingkup penelitian ini adalah agar 

lebih mudah dipahami pembaca.  

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1) Untuk  mengetahui peran Kantor Regional V Badan Kepegawaian 

Negara Jakarta dalam pencegahan korupsi bagi pegawai negeri sipil 

2) Untuk mengetahui yang menjadi hambatan Kantor Regional V 

Badan Kepegawaian Negara Jakarta dalam upaya pencegahan 

korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil 
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b. Manfaat penelitian  

1) Secara teoritis 

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan tentang ilmu hukum khususnya tentang  tentang peran 

Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta dalam 

pencegahan korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil baik bagi penulis, 

mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum dan juga Penulis 

berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pembendaharan atas 

kepustakaan ilmu hukum. 

2) Secara Praktis  

a. Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi acuan pemerintah, polisi serta para penegak hukum 

lain guna memperbaiki, meningkatkan serta 

mengimplementasikan peraturan yang ada untuk di 

terapkan dalam memberantas korupsi khususnya dalam 

mencegah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri 

Sipil. 

b. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan tentang Badan Kepegawaian Negara dalam 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai instansi 

pemerintahan. 

 

I.5  Kerangka Teori  

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya 

merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada 

dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi7.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 a.  Teori Lembaga Negara 

Jimly Asshddiqie menjelaskan bahwa lembaga apa saja yang 

dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut lembaga negara. 

                                                             
7 Soerjono Sukanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali pers, Jakarta, 1984, h.123 
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Lembaga negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, 

ataupun bersifat campuran8. Jimly menguraikan bahwa di tingkat pusat, 

lembaga-lembaga negara terbagi atas: 

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang 

diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. 

Kewenangan lembaga-lembaga ini diatur dalam konstitusi serta dirinci 

dalam Undang-Undang, meskipun pengangkatan para anggotanya 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi 

negara tertinggi. 

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur dan 

ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Lembaga tingkat kedua ini 

adalah lembaga yang sumber kewenangannya berdasarkan Undang-

Undang. Proses pemberian kewenangan pada lembaga-lembaga ini 

melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu 

melibatkan pula peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena 

itu, pemberian atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga 

semacam ini juga melibatkan DPR dan Presiden. Sebagai misal, 

Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPK, KPI, PPATK, dan 

sebagainya, dibentuk berdasarkan Undang-Undang, karena itu tidak 

dapat diubah atau dibubarkan kecuali mengubah atau mencabut 

Undang-Undangnya. 

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau 

Peraturan Presiden, yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden. Lembaga-lembaga ini memiliki sumber kewenangan murni 

dari Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga pembentukan, 

perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan 

Presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang 

bersangkutan juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden bersifat 

                                                             
8 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen, Genta Press, Yogyakarta, 2012, h. 55. 

UPN VETERAN JAKARTA



13 

 

regeling,dan pengangkatannya dilakukan dengan Keputusan Presiden 

yang bersifat beschiking. 

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri, yang 

ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan 

pejabat dibawah menteri.Pada tingkat terendah ini, lembaga terkait 

dibentuk atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik, berdasarkan 

kebutuhan, berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menteri dapat saja membentuk badan, dewan, lembaga ataupun panitia-

panitia yang bersifat permanen dan spesifik.9 

Berdasarkan teori yang diuraikan diatas, Badan Kepegawaian Negara 

adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden 

b.  Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean  

Governance) 

Good and clean governance adalah implikasi dari reformasi dan 

menjadi daya dukung demokrasi. Istilah good and clean governance 

seringkali dikaitkan dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang 

profesional, akuntabel, dan bebas  dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Lahirnya gagasan good and clean governance di era Reformasi merupakan 

bagian dari gerakan perlawanan terhadap pemerintahan di masa lalu yang 

sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 

Di Indonesia, substansi good governance dapat dipadankan dengan 

istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang 

baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur 

oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-

sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya, 

                                                             
9 Ibid. H.64-66 
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pemerintahan yang bersih (clean governance) adalah model pemerintahan 

yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggungjawab.10 

Sejalan dengan prinsip itu, pemerintahan yang baik itu berarti baik 

dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa 

bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan dan memperoleh dukungan 

dari rakyat. Negara melalui birokrasi pemerintahannya dituntut untuk 

mengubah pola pelayanan publik dari perspektif birokrasi elitis menjadi 

birokrasi populis. Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang 

berorientasi melayani dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sistem 

pemerintahan negara yang bersih (clean governance) adalah kunci penting 

dalam pelaksanaan good governance. Pemerintahan yang mampu 

menciptakan keadaan yang memberikan rasa nyaman dan menyenangkan 

bagi para pihak dalam suasana kepempinan yang demokratis menuju 

masyrakat yang adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Para pihak 

yang dimaksud dalam pemerintahan ini adalah kelembagaan yang ada di 

Indonesia. Para pihak ini harus saling bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi 

dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. 

 

I.6  Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual dibuat untuk menjelaskan mengenai pengertian-

pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penelitian ini, 

sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini 

juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. 

Pengertian kata-kata tersebut yang digunakan Penulis dalam penelitian ini, 

Penulis uraikan sebagai berikut : 

a. Peran 

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang 

jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah 

bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial 

tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan 

                                                             
` 10 A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi, Kencana, Jakarta, 

2017, h. 210. 
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dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah 

perilaku yang sesungguhnya dari orangyang melakukan peran tersebut, 

hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. 

Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh 

sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang 

individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau 

kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang 

dan/atau lingkungan tersebut. 

b. Badan Kepegawaian Negara 

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah 

lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan 

pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara 

nasional11.Badan Kepegawaian Negara (BKN) berwenang menyelenggarakan 

Manajemen Aparatur Sipil Negara, pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil 

Negara (ASN). 

c. Pegawai Negeri Sipil 

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

“Pegawai” berarti “PNS yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 

sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS 

adalah PNS yang bekerja pada pemerintah atau Negara. 

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian unutk menduduki jabatan 

pemerintahan.12. 

                                                             
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara Pasal 1 angka 21 
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1  
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Kraneburg memberikan pengertian dari PNS yaitu pejabat yang 

ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku 

jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.  

d. Pencegahan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, 

cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. 

Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik 

dengan perilaku. 

e. Korupsi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: 

buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat 

disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti 

terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang 

negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau PNS lain 

Menurut Huntington, korupsi merupakan penyimpangan perilaku para 

pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan 

maksud untuk menguntungkan pribadi13. 

 

 I.7 Metode Penelitian 

Didalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dibidang hukum terdiri dari 2 (tiga) tipe, yaitu:  

1) Penelitian hukum normatif;  

2) Penelitian hukum empiris.  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (Yuridis 

Normatif), Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

meletakkan hukum sebagai sistem norma, kaidah dari peraturan perundang-

                                                             
13 Chaerudin et. all, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Korupsi, Refika 

Aditama, Bandung, 2008, h.2 
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undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)14. Pada 

hakikatnya penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis 

yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok 

bahasan yang diteliti. 

b. Pendekatan masalah 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

(hukum positif), Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan 

menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui 

library research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan 

melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya. 

c. Sumber dan jenis data  

      Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh 

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan 

data sekunder15. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu bahan 

pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, 

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen 

yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari 

tiga bagian, yaitu:16 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

peraturan  perundang-undangan. 

 

                                                             
14 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Hukum  Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 34 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,  Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12 
16 Ibid, hlm 13 
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2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai 

bahan hukum primer, contohnya yaitu rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

sebagainya. 

3) Bahan Hukum Tertier  

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya 

adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. 

 

d. Teknik pengumpulan data 

1) Studi Pustaka 

Dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan penelitian Penulis, 

Penulis menggunakan metode studi pustaka, yang mana pengertian 

studi pustaka itu sendiri adalah pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara 

luas yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian 

Penulis. Teknik ini digunakan dengan cara mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang 

mendukung terhadap rumusan masalah yang digunakan Penulis. Studi 

pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data primer dan sekunder, 

identifikasi data primer dan sekunder, inventarisasi data yang sesuai 

dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, 

serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua PNS untuk pertukaran informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu data tertentu17. Wawancara yang dilakukan oleh penulis 

adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan 

wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa 

                                                             
17 Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, Manajemen Penelitian, CV Pustaka Setia, 

Bandung, 2013, h. 85. 
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daftar pertanyaan yang ditnayakan oleh penulis kepada informannya 

untuk menperoleh data yang lebih lengkap. Untuk mendapatkan 

informasi mengenai Badan Kepegawaian Negara serta perannya 

terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan korupsi. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut 

pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya 

yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan18. 

e. Analisis data 

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan 

secara kualitatif dan kuantitatif19. Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah di baca dan 

diinterpretasikan. Analisis data bertujuan untuk mengurangi dan 

memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis 

yang digunakan adalah analisis data kulitatif. Analisis data kualiatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan memilah, 

mengklasifikasi, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta 

memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

 

I.8  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan jelas diketahui alur logis dan struktur 

berpikir Penulis, maka dalam penelitian ini akan diberikan gambaran umum 

secara sistematis dari keseluruhan skripsi. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini Penulis akan memaparkan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Ruang Lingkup penulisan, Tujuan dan Manfaat penulisan, Kerangka 

Teori, Kerangka Konseptual serta Metode dan Sistematika penulisan. 

                                                             
18 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Salemba 

Humanika, Jakarta, 2010, h. 143 
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2015, H.68. 
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BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL 

Pada bab ini Penulis akan memaparkan pengertian korupsi, unsur-unsur 

korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, pengertian Pegawai Negeri 

Sipil, jenis Pegawai Negeri Sipil, unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil, kewajiban 

dan hak Pegawai Negeri Sipil 

BAB III : GAMBARAN KANTOR REGIONAL V BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA  

Pada bab ini Penulis akan memaparkan mengenai Badan Kepegawaian 

Negara, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara dan juga  bagaimana 

sejarah, unit organisasi, serta tugas masing-masing unit Kantor Regional V Badan 

Kepegawaian Negara Jakarta  

BAB IV : UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DAN HAMBATAN  YANG 

DIHADAPI KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

JAKARTA 

Pada bab ini Penulis akan memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan 

oleh Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta dalam mencegah 

korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil dan hambatan-hambatan dalam upaya 

mencegah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

BAB V : PENUTUP` 

Pada bab ini Penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan penulis dan di samping itu penulis mencantumkan 

beberapa saran yang di anggap perlu untuk melengkapi penulisan penelitian yang 

penulis buat. 
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